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PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka penegakan disiplin, mendorong
profesionalitas, dan meningkatkan kinerja pegawai serta
sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
11 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;

1. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian  Sementara Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2797);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang

Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tanggal 27

September 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan
Lembaga Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7 Mei

2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan
Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi
Nasional,

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 21

Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013 tentang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 197);

10.Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi

Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Dewan Energi Nasional;

11.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal

18 Oktober 2011;

12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 0003 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Akademi Minyak dan Gas
Bumi;
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13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1022);

14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi
Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi
dan Sumber daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan
Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);

15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan
Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);

16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi
Kebencanaan Geologi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 208);

17.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Museum Geologi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);

18.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi
Bencana Gerakan Tanah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1023);

19.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024);

20.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
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Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1447);

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Kepegawaian, yang bekerja di lingkungan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional.

Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Hari Kerja di Lingkungan
Lembaga Pemerintah.

Tunjangan Kinerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai
berdasarkan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Tunjangan Kinerja.

Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Badan Pertimbangan
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya
disingkat KESDM, adalah Kementerian yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut
Setjen DEN, adalah Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang
mempunyai tugas merumuskan kebijakan energi nasional.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepegawaian
adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
kepegawaian.
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BAB II
PENERIMA TUNJANGAN KINERJA
Pasal 2

Kepada Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan berdasarkan
kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. Pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh;

b. Pegawai dari Kementerian/Lembaga lain yang diperbantukan atau
dipekerjakan di lingkungan KESDM termasuk Setjen DEN;

c. Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
d. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar;

Pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan
negara;

f. Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas
kewajiban; dan

g. Calon Pegawai Negeri Sipil.

Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
g diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari
kelas jabatan.

Pasal 3

Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang merangkap jabatan
fungsional tertentu yang tugas dan fungsi berkaitan erat dengan
fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Tunjangan Kinerjanya diberikan yang lebih besar
berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan
tunjangan profesi, Tunjangan Kinerjanya diberikan sebesar selisih
antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan
profesi pada jenjangnya.

Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas
jabatannya, tunjangan yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada
jenjangnya.



